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ABSTRACT 
The determination of alimony after divorce is a significant issue in the practice of religious courts in Indonesia. 

This article aims to analyze why the alimony that a husband is obligated to provide to his former wife must be 

adjusted according to the husband's financial capacity. The research method used is normative juridical with 

an analytical approach to legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant religious court decisions. 

The results show that adjusting alimony based on the husband's ability is grounded in the principles of justice 

and fairness in both Indonesian positive law and Islamic law. Furthermore, the alimony obligations, including 

maintenance during the iddah period, child support, and mut’ah (compensation), must be fulfilled 

proportionally so as not to overly burden the husband while still protecting the rights of the former wife and 

children. In conclusion, aligning alimony with the husband's financial capacity reflects the application of 

justice principles consistent with the objectives of both Islamic and national law. 
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ABSTRAK 

Penetapan nafkah setelah perceraian merupakan isu penting dalam praktik peradilan agama di 
Indonesia, khususnya terkait keadilan bagi mantan istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dasar hukum dan rasionalitas penyesuaian nafkah yang wajib diberikan suami kepada 
mantan istri dan anak, agar sesuai dengan kapasitas ekonomi suami. Metode yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan-putusan pengadilan agama. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyesuaian nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami selaras dengan 
asas keadilan dan kelayakan dalam hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip syariah. 
Penyesuaian ini juga memastikan bahwa kewajiban nafkah, yang meliputi nafkah iddah, nafkah 
anak, dan mut’ah, dipenuhi secara proporsional: tidak memberatkan pihak suami, namun tetap 
melindungi hak-hak mantan istri dan anak. Dengan demikian, penyesuaian nafkah dengan 
kemampuan suami mencerminkan penerapan asas keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam dan 
hukum nasional. 
 
Kata Kunci: Nafkah; Kapasitas Ekonomi; Perceraian 

 
Pendahuluan 

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang paling 
sering terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan konsekuensi hukum 
yang kompleks bagi kedua belah pihak. Salah satu aspek paling penting dan sering 
menjadi sumber konflik dalam proses perceraian adalah persoalan nafkah, yaitu 
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kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya 
setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama di 
Indonesia, pemberian nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral 
seorang suami, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur secara jelas 
dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan dalam berbagai putusan 
pengadilan agama. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang kewajiban 
nafkah ini. Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa akibat terjadinya perceraian, 
mantan suami wajib memberikan nafkah, mut’ah, dan biaya hidup selama masa 
iddah, kecuali mantan istrinya dinyatakan nusyuz. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan 
kewajiban orang tua, dalam hal ini termasuk mantan suami, untuk tetap 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk menyediakan biaya hidup 
yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak yang 
dilindungi hukum bagi mantan istri dan anak-anak setelah perceraian. 
Namun demikian, dalam praktik peradilan, penetapan besaran nafkah tidak selalu 
berjalan ideal. Banyak perkara menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 
tuntutan nafkah yang diajukan pihak mantan istri dengan kemampuan ekonomi 
pihak mantan suami. Tidak jarang, tuntutan nafkah yang terlalu tinggi dan jauh 
melebihi kapasitas ekonomi suami justru menimbulkan konflik baru dan bahkan 
gagal dilaksanakan karena suami tidak sanggup memenuhi kewajiban yang 
ditetapkan pengadilan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak suami yang merasa 
terbebani secara tidak proporsional, tetapi juga dapat merugikan mantan istri dan 
anak-anak karena hak mereka akhirnya tidak terpenuhi secara nyata. 

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asas keadilan dalam 
menentukan besaran nafkah setelah perceraian. Penyesuaian nafkah dengan 
kemampuan ekonomi suami menjadi suatu keniscayaan agar kedua belah pihak 
tidak dirugikan. Asas keadilan yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjamin 
keadilan bagi para pencari keadilan.” Prinsip keadilan ini harus diwujudkan pula 
dalam penetapan besaran nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan pihak istri 
dan anak, namun juga tidak memberatkan secara berlebihan pihak suami. 
Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
dasar hukum dan rasionalitas penyesuaian nafkah setelah perceraian agar sesuai 
dengan kapasitas ekonomi suami, baik dari perspektif hukum positif Indonesia 
maupun hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi praktik 
peradilan agama dalam menetapkan nafkah yang proporsional bagi mantan istri 
dan anak-anak. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi praktik peradilan yang lebih adil, 
seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang- undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif merupakan 
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jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian bahan-bahan hukum 

normatif, seperti peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, dan putusan 

pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. 

 
Hasil dan pembahasan 
1.1 Pengertian Nafkah 

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab nafakah, yang berarti 

pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

(Al-Munawir, 1997). Dalam konteks hukum Islam, nafkah dipahami sebagai 

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan materiil istri dan anak-anaknya, 

yang mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan 

lain yang layak sesuai kemampuan dan kondisi keluarga (Jaih Mubarok, 2016). 

Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, 

tetapi juga tetap melekat setelah perceraian, dalam bentuk nafkah iddah, nafkah 

anak, dan mut’ah. 

Dasar hukum kewajiban ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa sebagai akibat terjadinya 

perceraian, mantan suami wajib memberikan "mut’ah yang layak kepada mantan 

istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri qobla al-dukhul." 

Kemudian, Pasal 156 huruf (c) KHI mengatur bahwa "pemeliharaan anak menjadi 

tanggung jawab kedua orang tua, namun pelaksanaan pemeliharaan anak berada 

pada pihak yang paling mampu, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak." 

Sementara itu, Pasal 157 KHI juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak 

menjadi tanggung jawab ayahnya. 

Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemberian nafkah pasca-

perceraian bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum 

yang memiliki dasar yuridis yang jelas dan mengikat, sebagaimana juga 

dikukuhkan dalam berbagai putusan pengadilan agama (Nurhayati, 2021). 

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan 

nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, 

yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, 

tempat kediaman, dan biaya rumah tangga kepada istri menurut kemampuannya. 

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah didasarkan pada 

asas kelayakan dan kemampuan ekonomi suami, sehingga besaran nafkah yang 

ditetapkan tidak boleh memberatkan pihak suami secara berlebihan namun tetap 

memenuhi kebutuhan layak bagi istri dan anak-anaknya. 
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Hasil penelitian Ma’arif (2020) menunjukkan bahwa penyesuaian besaran 

nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami merupakan implementasi dari 

asas keadilan yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum nasional. Sebagaimana 

juga ditemukan oleh Nurhayati (2021), praktik peradilan agama cenderung 

mempertimbangkan penghasilan suami ketika menetapkan besaran nafkah iddah, 

mut’ah, maupun nafkah anak, untuk memastikan keseimbangan antara hak istri 

dan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban. 

Dalam praktik peradilan agama, ketentuan mengenai nafkah merupakan 
salah satu aspek penting yang selalu dipertimbangkan hakim ketika memutus 
perkara perceraian, khususnya jika terdapat permohonan mengenai nafkah anak, 
nafkah selama masa iddah, maupun pemberian mut’ah. Hal ini sejalan dengan 
Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa 
akibat terjadinya perceraian, mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak 
kepada mantan istri, baik berupa uang atau barang, kecuali mantan istri nusyuz. 
Selain itu, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 
16 Tahun 2019 juga menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk 
memelihara anak-anaknya, termasuk pembiayaan hidup dan pendidikannya. 

Dengan demikian, nafkah dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum 
terhadap mantan istri dan anak-anak, serta merupakan wujud tanggung jawab 
suami yang wajib dipenuhi baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah 
perceraian, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi suami secara 
proporsional dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati (2021), 
penyesuaian nafkah dengan kemampuan ekonomi suami merupakan implementasi 
dari asas keadilan, agar tidak memberatkan pihak suami namun tetap melindungi 
hak-hak istri dan anak. Hal senada juga ditemukan oleh Ma’arif (2020), yang 
menyatakan bahwa penetapan nafkah pasca perceraian oleh pengadilan agama 
didasarkan pada prinsip kelayakan dan kemampuan, sebagai wujud perlindungan 
hak dan keseimbangan kewajiban. 

 
1.2 Jenis-Jenis Nafkah yang Wajib Ditanggung oleh Mantan Suami 

Setelah perceraian, kewajiban suami terhadap istri dan anak tidak serta 

merta hilang secara keseluruhan. Ada beberapa jenis nafkah yang tetap menjadi 

tanggung jawab mantan suami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang 

Perkawinan. 

1. Pertama, nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri 

selama masa iddah, yakni masa tunggu setelah perceraian yang biasanya 

berlangsung selama tiga bulan atau sampai masa haid terakhir. Selama 

periode ini, mantan suami wajib menyediakan kebutuhan hidup istri seperti 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal agar istri dapat menjalani masa iddah 

dengan layak. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 149 huruf d KHI dan juga 

berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengutamakan perlindungan dan 

kehormatan istri selama masa transisi tersebut. 
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2. Kedua, mantan suami wajib memberikan nafkah anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut, terutama jika anak masih dalam usia belum mandiri. 

Nafkah anak mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan 

hal-hal lain yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Pasal 156 KHI, yang mengatur bahwa meskipun orang tua 

bercerai, tanggung jawab pemeliharaan dan nafkah anak tetap harus 

dipenuhi oleh ayah. 

3. Ketiga, ada kewajiban pemberian mut’ah, yaitu pemberian materi sebagai 

penghargaan atau kompensasi kepada mantan istri setelah perceraian, 

terutama jika pernikahan sudah pernah terjadi secara sah dan dicampuri. 

Mut’ah ini dapat berupa uang atau barang dan bertujuan sebagai bentuk 

keadilan dan penghormatan atas hak istri selama pernikahan. Mut’ah diatur 

dalam Pasal 149 huruf d KHI dan merupakan bagian dari kewajiban mantan 

suami untuk tidak meninggalkan mantan istri dalam kesulitan. 

Ketiga jenis nafkah tersebut (iddah, nafkah anak, dan mut’ah) merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami sesuai dengan kemampuan 

finansialnya. Penyesuaian kewajiban ini dengan kondisi ekonomi mantan suami 

menjadi penting agar tidak menimbulkan beban yang tidak realistis dan tetap 

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setelah perceraian. 

 
1.3 Pertimbangan Kemampuan Finansial Suami dalam Penetapan Nafkah 

Dalam menetapkan besaran nafkah saat sidang perceraian, prinsip utama yang 

digunakan adalah mempertimbangkan kapasitas ekonomi suami. Hal ini 

didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas yang diakui baik dalam 

hukum positif Indonesia maupun dalam prinsip-prinsip hukum Islam. 

Kemampuan finansial suami menjadi dasar agar pemberian nafkah tidak 

memberatkan pihak suami secara berlebihan, sekaligus tetap memenuhi 

kebutuhan istri dan anak secara layak. 

1. ALsals -  Kealdilaln (all-‘A Ldl) dallalm Hukum Islalm 

ALsals kealdilaln aldallalh prinsip yalng menuntut setialp individu 

mendalpaltkaln halknyal secalral seimbalng daln sesuali dengaln kewaljibalnnyal, 

talnpal aldalnyal kezallimaln altalu ketimpalngaln. 

Dasar-dasar mengenai kewajiban untuk berlaku adil, termasuk dalam 

menetapkan besaran nafkah, juga ditegaskan dalam Al-Qur’an. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 90: 

هََّّإنِ َّ حْسهانََِّّبِالْعهدْلََِّّيهأمُْرََُّّاللّ  الِْْ إيِتهاءََِّّوه يهنْههى ََّّالْقرُْبهى ََّّذِيَّوه الْمُنكهرََِّّالْفهحْشهاءََِّّعهنََِّّوه الْبهغْيََِّّوه تهذهك رُونهََّّلهعهل كُمََّّْيهعِظُكُمَََّّّْۚوه  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 
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Demikian pula dalam QS. An-Nisa [4]: 58, Allah berfirman: 

هَََّّّإنِ َّ دُّواََّّأهنَََّّّْيهأمُْرُكُمَََّّّْاللّ  انهاتَََِّّّتؤُه اََّّإِلهى َََّّّالْْهمه إِذهاََّّأههْلِهه كهمْتمَََُّّّْوه هَََّّّإنِ ََََّّّّۚبِالْعهدْلَََِّّّتهحْكُمُواََّّأهنَََّّّْالن اسَََِّّّبهيْنهَََّّّحه اََّّاللّ  هَََّّّإنِ ََََّّّّ َّبِهَََِّّّيهعِظُكُمَََّّّْنعِِم  ََّّاللّ 

بهصِيرًاَّيعًاسهمََِّّكهانهَّ  

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." 

Kedua ayat ini menjadi landasan normatif bahwa prinsip keadilan merupakan 

perintah Allah yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam menetapkan 

kewajiban nafkah agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memenuhi 

hak-hak pihak lainnya secara proporsional. 

 

2. ALsals Proporsionallitals (all-Talwāzun / all-Muwāza lnalh) dallalm Hukum Islalm 

ALsals proporsionallitals mengalndung malknal balhwal pemberialn halk daln 

pelalksalnalaln kewaljibaln halrus seimbalng daln sesuali kemalmpualn seseoralng. 

Tidalk aldal pembebalnaln kewaljibaln yalng melebihi baltals kemalmpualn 

malnusial. 

Dalsalr dallalm ALl-Qur'aln: 

الاَ ايكَُل ِّفاُا ااَللُّاا انَفْسًاا اإِّلاَا اا وُسْعههه  

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." 

Demikian pula dalam QS. At-Talaq [65]: 7, Allah berfirman: 

َّلِينُفِقَّْ َّذوَُّ َّسهعهة ََّّ نَّ َّم ِ َّسهعهتِهََِّّ نَّ مه َّوه َّقدُِرهََّّ َّعهلهيْهََِّّ َّرِزْقهََُُّّ َّفهلْينُفِقََّّْ اَّ َّمِم  َّآتهاهََُّّ ََُّّ اللّ   

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan 

orang yang tidak mampu pun memberi nafkah dari harta yang Allah berikan 

kepadanya." 

Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban, termasuk kewajiban nafkah, 

harus disesuaikan dengan kemampuan nyata pihak yang berkewajiban, 

sehingga tidak memberatkan namun tetap memenuhi hak-hak yang 

semestinya. 

Secalral yuridis, Palsall 41 huruf c Undalng-Undalng Nomor 1 Ta lhun 1974 daln 

Palsall 149 huruf d Kompila lsi Hukum Isla lm menega lska ln balhwal sualmi wa ljib 

memberikaln nalfkalh setelalh perceralialn, tetalpi kewaljibaln ini ha lrus disesualika ln 

denga ln kemalmpualn ekonomi sua lmi. Ha ll ini penting a lgalr kewaljibaln nalfka lh 

tidalk menjaldi bebaln yalng tidalk rea llistis yalng dalpalt menimbulka ln 

ketida lkseimbalngaln daln ketida lkaldilaln dallalm pelalksalnalalnnyal. Prinsip kealdilaln 

dallalm hukum Isla lm juga l menegalskaln balhwal setialp kewaljibaln ha lrus seimba lng 

denga ln kemalmpualn pihalk yalng berkewaljibaln. Dallalm terminologi fiqh dikenall 

prinsip la l yukalllifullalhu na lfsaln illal wus’alhal yalng beralrti “ALllalh tida lk 

membebalni seseora lng melalinkaln sesuali dengaln kesalnggupalnnyal.” Oleh kalrenal 

itu, paldal keralngkal nalfkalh perceralialn, pemberia ln nalfkalh halrus 
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mempertimba lngkaln ka lpalsitals finalnsiall sualmi algalr halk istri daln alnalk terpenuhi 

talnpal memberaltkaln sualmi secalral berlebiha ln. 

Sela lin alspek hukum, penilalialn kalpalsitals ekonomi sua lmi juga l penting da lri 

segi pra lktik pera ldila ln. Halkim di penga ldilaln algalmal sering ka lli mengevallualsi 

pendalpaltaln sualmi, ta lnggungaln yalng dimilikinyal, daln kondisi ekonomi 

kelualrgal secalral keseluruha ln sebelum menetalpkaln besa lraln nalfkalh. Hall ini 

bertujua ln algalr putusa ln yalng diha lsilkaln dalpalt dijallalnkaln denga ln reallistis da ln 

tidalk menimbulka ln ma lsallalh balru alkibalt ketidalkmalmpualn sualmi memenuhi 

kewaljibalnnya l. (Devy, S., & Mulia ldi, D., 2019) 

Dalri perspektif malqalshid syalrialh, yalkni tujua ln sya lrialt Isla lm, perlindungaln 

terha ldalp kesejalhterala ln daln keberlalngsunga ln hidup semual pihalk menja ldi fokus 

utalmal. Oleh kalrenal itu, penyesua lialn na lfkalh dengaln kemalmpualn sualmi tida lk 

halnyal menjalmin kealdilaln balgi piha lk istri daln alnalk, teta lpi jugal menja lgal 

keberlalngsungaln kehidupa ln sualmi algalr tidalk jaltuh ke dallalm kesulitaln ekonomi 

yalng berlebihaln. 

Dengaln demikialn, penyesua lialn nalfka lh berda lsalrkaln ka lpalsitals ekonomi 

sualmi merupalkaln pendekaltaln ya lng seimbalng daln a ldil, sekalligus sesuali denga ln 

ketentualn hukum daln prinsip syalrialh yalng berla lku di Indonesial. 

 
Penutup 

Dalpalt disimpulka ln balhwal penyesualialn nalfka lh yalng ha lrus diberika ln sualmi 

salalt sidalng perceralialn dengaln kalpalsitals ekonomi sua lmi merupalkaln prinsip ya lng 

salngalt penting dallalm penyelesa lialn perka lral percera lialn. Penyesualialn ini bertujua ln 

untuk menciptalkaln kealdilaln alntalral halk daln kewaljibaln sualmi sebalgali piha lk ya lng 

waljib memberikaln na lfkalh dengaln kondisi nyaltal kema lmpualn ekonomi ya lng 

dimilikinyal. Hall ini sejallaln dengaln ketentualn hukum positif di Indonesia l, 

khususnya l Undalng-Undalng Perkalwina ln daln Kompila lsi Hukum Isla lm, ya lng 

mengaltur balhwal nalfkalh halrus diberika ln secalral proporsionall daln tidalk 

memberaltkaln pihalk sualmi secalral berlebihaln. 

Kewa ljibaln nalfkalh ya lng meliputi na lfka lh iddalh, nalfkalh alnalk, daln mut’alh 

tetalp menjaldi talnggung ja lwalb malntaln sualmi setelalh perceralialn. Nalmun, besa lraln 

nalfkalh tersebut ha lrus disesua likaln denga ln kemalmpua ln finalnsiallnyal algalr tida lk 

menimbulka ln bebaln ekonomi ya lng tidalk reallistis ya lng justru dalpalt memperburuk 

kealdalaln kelualrga l palscalperpisalhaln. Pendekaltaln ini juga l merefleksikaln a lsals 

kealdilaln daln kema lslalhaltaln dallalm hukum Isla lm ya lng menekalnkaln keseimbalngaln 

alntalral halk daln kewaljibaln. 

Sela lin itu, penyesua lialn nalfkalh berdalsalrkaln kemalmpualn sualmi jugal 

merupalkaln upalyal perlindunga ln hukum ya lng penting a lgalr putusa ln penga ldilaln 

dalpalt dilalksalnalkaln secalral efektif daln berkelalnjutaln talnpal menimbulkaln sengketal 
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balru di kemudia ln ha lri. Dengaln demikia ln, penyesualialn nalfka lh ini tida lk halnyal 

melindungi kepentinga ln malntaln istri daln alnalk-alnalk, teta lpi jugal menjalgal stalbilitals 

ekonomi malntaln sualmi sehinggal tidalk ja ltuh ke dallalm kesulitaln ya lng lebih beralt. 

Secalral keseluruha ln, penera lpaln prinsip penyesua lialn nalfka lh sesuali ka lpalsitals 

ekonomi sua lmi merupa lkaln wujud nya ltal dalri kea ldilaln sosiall daln perlindunga ln 

hukum dallalm sistem hukum kelua lrga l di Indonesial, khususnya l paldal keralngkal 

litigalsi algalmal. 

 
Salraln 

1. Pentingnyal Stalnda lr Penilalialn Finalnsiall yalng Objektif 

Perlu a ldalnyal pedoma ln a ltalu stalndalr balku dallalm menilali kemalmpualn 

fina lnsiall sualmi di lingkungaln peraldilaln algalmal. Stalndalr ini dalpalt mencalkup 

kriteria l pendalpalta ln, jumlalh talnggunga ln, daln bialyal hidup la lyalk yalng 

disesualikaln dengaln kondisi lokall. Ha ll ini alkaln membalntu halkim dallalm 

membualt putusaln ya lng lebih objektif daln aldil. 

2. Peningkaltaln Kalpalsitals Halkim Peraldilaln ALgalmal 

Diperlukaln pelaltiha ln berkelalnjutaln balgi palra l halkim di pengaldilaln algalmal 

mengenali pendekaltaln proporsionallitals dallalm pemberia ln na lfkalh, terma lsuk 

pela ltihaln tentalng evallualsi kondisi ekonomi da ln pengualtaln perspektif 

gender. Ini alkaln meningkaltkaln kuallitals pertimba lnga ln hukum dallalm 

perka lral perceralialn. 

3. Peraln Medialsi da llalm Penyesualialn Nalfkalh 

Proses media lsi sebaliknyal dioptimallka ln sebelum peneta lpaln na lfkalh oleh 

halkim, dengaln meliba ltkaln medialtor ya lng memalhalmi alspek hukum 

kelualrgal Islalm daln prinsip kealdilaln.1 Pendekaltaln ini dalpalt mendorong 

tercalpalinyal kesepa lkaltaln yalng aldil talnpal halrus bergalntung sepenuhnyal 

paldal putusaln penga ldilaln. 

4. Peningkaltaln Kesaldalraln Hukum Ma lsyalralkalt 

Edukalsi hukum kepa ldal malsya lralkalt, teruta lmal palsalngaln sualmi istri, perlu 

diperkualt mela llui progra lm penyuluha ln hukum ya lng membalhals halk daln 

kewaljibaln palscalperceralialn, terma lsuk pentingnya l musyalwalralh dallalm 

menetalpkaln nalfkalh secalral aldil daln reallistis. 

 

Ucalpaln Terimalkalsih 
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